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TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAHAT,

bahwa untuk membantu pelaksanaan kekuasaan Bupati dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan
daerah sebagaimana amanat Bab I huruf A angka 4 dan angka 5
huruf a dan huruf b lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menunjuk Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023,

Bahwa penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
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10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Lahat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran
2023.

. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

a.
b.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

Koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Koordinasi penyiapan pedoman  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kesatu mempunyai tugas :

a.

b.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
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Tembusan :

dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

s £

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya

selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum Ketiga huruf c berwenang :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah,;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

e. Menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;

f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

h. Menyajikan informasi keuangan daerah;

i. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas
umum daerah;

j. Mengelola investasi;

k. Menetapkan anggaran kas;

1. Melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana; dan

m. Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 29 - |2 - 2022

BUPATI LAMHAT,

CIK UJANG

1. Ketua DPRD Kabupaten Lahat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
3. Inspektur Kabupaten Lahat.



